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BUPATI PEMALANG

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 47 TAHUN 2010

TENTANG

PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN

Menimbang

Mengingat

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUP ATI PEMALANG,

bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menterd Dalam Negeri
Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di
Lingkungan Pemerintah Daerah, maka Peraturan Bupat
Pemaiang Nomor 10 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata
Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang,
periu ditinjau kemb ali;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam hurut a periv menetapkan kembali Peraturan Bupati
tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di  Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Pemalang;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia
Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kal diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Repubilk Indonesia Nomor 4844);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun
1850 ;
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentang Lambang
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951
Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia
Nomor 176);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang
Penggunaan Lambang Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 1971, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indongsia Nemor 18386);

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 temtang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4587),

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah  Nomor 41 Tabun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang
Daerah (Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 2007
Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4790);

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan
Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-
undangan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006
tentang Pedoman Pembéntukan dan Mekanisme Penyusunan
Peraturan Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009
tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2007
tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan
Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang
Tahun 2007 Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan
Pemerintahan Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran
Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 1);

Peraturan Bupati Pemalang Nomor 49 Tahun 2007 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerabh Kabupaten Pemalang
Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembenfukan dan
Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa {(Berita Daerah
Kabupaten Pemalang Tahun 2007 Nomor 49);
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DI

LINGKUNGAN PEMERINT AH KABUPATEN PEMALANG.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalarm Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

10.

i

12.

13.
14.

15.

16.

Daerah adalah Kabupaten Pemalang.

Pemerintahan daerah adalah penysléenggaraan wrusan pemerintahan oleh pemerintah
daerah dan Dewan Perwakian Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar
Negara Republk Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara
permerintahan daerah.

Bupati adalah Bupati Pemalang.
Wakil bupati adalah Wakil Bupati Pemalang.

Dewan perwakilan rakya! daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang.

Sekretaris daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang.

Perangkat daerah adalah unsur pembantu Bupali Pemalang dalam penyelenggaraan
pemerintah daerah yang terdii dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas
daerah, lembaga teknis daserah, kecamatan, kelurahan dan lembaga lain.

Saluan kerja perangkat daerah selanjutnya disgbut SKPD adalah Satuan Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang.

SKPD adalah sekretarlat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis
daerah, kecamatan, kelurahan dan lembaga lain.

Unit pelaksana teknis selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana feknis
Opera siond dinas atau badan untuk melaksanakan sebagian urusan dinas atau badan.

Desa adalah kesatuan masyarakat yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan
mangurus kepentingan masyaraka!l setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat
setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah
kabupaten.

Kepala desa adalah kepala desa d Kabupaten Pemalang.

Tata naskah dinas adalah pengelolaan informasi tertulis yang meliputi pengaturan
jenis, formal, penyigpan, pengamanan, pengabsabhan, distribusi dan penyimpanan
naskah dinas serta media yang digunakan dalam komunikasi kedinasan.

Naskah dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat
dan atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

Format adalah naskah dinas yang menggambarkan tata letak dan redaksional, serta
penggunaan lambang/logo dan cap dinas.
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Stempel/cap dinas adalah tanda identitas dari suatu jabatan atau SKPD atau desa.

Kop naskah dinas adalah kop surat yang menunjukan jabatan atau SKPD atau desa
tertentu yang ditempatkan dibagian atas kertas.

Kop sampul naskah dinas adalah kop surat yang menunjukan jabatan atauy SKPD atau
desa tertentu yang ditempatkan dibagian atas sampul naskah.

Kewsenangan adalab kekuasaan yang melekat pada suatu jabatan.

Delegasi adalah pelmpahan wewenang dan tanggung jawab dari pejabat kepada
pejabat atau pejabat dibawahnya.

Mandat adalab pelimpahan wewenang yang diberikan oleh atasan kepada bawahan
untuk melakukan suatu tugas tertentu atas nama yang memberi mandat.

Penandatanganan naskah dinas adalah hak, kewajiban dan tanggungjawab yang ada
pada seorang pejabat untuk menandatangani naskah dinas sesuai dengan tugas dan
kewenangan pada jabatannya.

Peraturan daerah adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum,
vang bersifat pengaturan ditetapkan oleh bupati setelah mendapat persetujuan
bersama DPRD untuk mengatur urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Peraturan bupati adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum yang
bersifat pengaturan ditetapkan oleh bupati.

Peraturan bersama adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum
yang berslfat pengaturan ditetapkan oleh dua atau leblh kepala daerah.

Keputusan bupati adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum
yang berslfat penetapan konkrit, individual, dan final.

Instruksi bupati adalah naskah dinas yang berisikan perintah dari bupati kepada
bawahan untuk melaksanakan tugas-tugas pemsrintahan,

Peraturan desa adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum, yang
bersifat pengaturan ditetapkan oleh kepala desa setelah mendapat persetujuan
bersama badan permusyawaratan desa untuk mengatur urusan desa.

Peraturan kepala desa adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk
hukum yang bersifal pengaturan ditetapkan cleh kepala desa.

Peraturan bersama kepala desa desa adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan
produk hukum yang bersifat pengaturan ditetapkan oleh dua atau lebih kepala desa.

Keputusan kepala desa adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk
hukum yang bersifat penetapan konkrit, individual, dan final di tingkat desa

Instruksi bupali adalah naskah dinas yang berisikan perintah dari kepala desa kepada
bawahan untuk melaksanakan fugas-tugas pemerintahan.

Surat edaran adalah naskah dinas yang berisi pemberitabuan, penjelasan dan/atau
petunjuk cara melaksanakan hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak.

Surat biasa adalah naskah dinas yang berisi pemberitahuan, pertanyaan, permintaan
jawaban atau saran dan sebagainya.

Surat keterangan adalah naskah dinas yang berisi peryataan tertulis dar pejabat
sebagai tanda bukti untuk menerangkan atau menjelaskan kebenaran sesuaty hal

Surat perintah adalah naskah dinas dari atasan yang ditujukan kepada bawahan yang
berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaaan tertentu.

Surat izin adalah naskah dinas yang berisi persetujuan terhadap suatu permohonan
vang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
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Surat perjanjian adalah naskah dinas yang berisi kesepakatan bersama antara dua
belah pihak atau lebih untuk melaksanakan tindakan atau perbuatan hukum yang telah
disepakati bersama.

Surat perintah tugas adalah naskah dinas dari atasan yang ditujukan kepada bawahan
yang berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan
jungsinya.

Surat perintah perjalanan dinas adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang
kepada bawahan atau pejabat tertentu untuk melaksanakan perjalanan dinas.

Surat kuasa adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang kepada bawahan berisi
pernberian wewenang dengan atas namanya uniuk melakukan suatu tindakan terténtu
dalarn rangka kedinasan.

Surat undangan adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi undangan
kepada pejabat/pegawai yang tersebut pada alamat tujuan untuk menghadii suatu
acara kedinasan.

Surat keterangan melaksanakan tugas adalah naskab dinas dari pejabat yang
berwenang berisi pernyataan bahwa seorang pegawai telah menjalankan tugas.

Surat panggllan adalab naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi panggilan
kepada seorang pegawai untuk menghadap.

Nota dinas adalah naskab dinas yang bersifat internal berisi komunikasi kedinasan
antar pejabat atau dari atasan kepata bawahan dan dari bawahan kepada atasan.

Nota pengajuan konsep naskah dinas adalah naskah dinas untuk menyampaikan
konsep naskah dinas kepada atasan.

Lembar disposisi adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi petunjuk
teriulis kepada bawahan.

Telaahan stal adalah naskah dinas dari bawahan kepada atasan aniara lain berisi
analisis pertimbangan, pendapat dan saran-saran secara sistematis.

Pengumurnan adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi pemberitahuan
yang bersifat umum.

Laporan adalah naskah dinas dari bawahan kepada atasan yang berisi informasi dan
pertanggungjawaban tentang pelaksanaan tugas kedinasan.

Rekomendasi adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi keterangan
atau catatan tentang sesualu hal yang dapat dijadikan bahan pertimbangan kedinasan.

Surat pengantar adalah naskah dinas berisi jenis dan jumlah barang yang berfungsi
sebagal tanda terima.

Telegram adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi hal tertentu yang
dikirim melalui telekomunikasi elektronik.

Lembaran dasrah adalah naskah dinas untuk mengundangkan peraturan daerah.

Berita daerah adalah naskah dinas untuk mengundangkan peraturan bupati, peraturan
desa, dan peraturan kepala desa.

Berita acara adalah naskah dinas yang bersi keterangan atas sesuatu hal  yang
ditanda tangani oleh para pihak.

Notulen adalah naskah dinas yang memuat catatan proses sidang atau rapat.
Memo adalah naskah dinas dar pejabat yang berwenang berisi catatan terentu.

Dafiar hadir adalah naskah dinas dari pejabat berwenang yang berisi keterangan atas
kehadiran seseorang.
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62.
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Piagam adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi penghargaan atas
prestasi yang telah dicapa atau keteladanan yang telah diwujudkan.

Surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan disingkat STTPP adalah naskah dinas
yang merupakan tanda bukti seseorang telah lulus pendidikan dan pelatihan tertentu.

Sertifikat adalah naskah dinas yang merupakan tanda bukti seseorang telah mengikuti
kegiatan tertentu.

Perubahan adalah merubah atau menyisipkan suatu naskah dinas.

Pencabutan adalah suatu pernyataan tidak berlakunya suatu naskah dinas sejak
ditetapkan pencabutan terse but.

Pembatalan adalah pernyataan bahwa suatu naskah dinas dianggap tidak pernah
dikeluarkan.

BAB Il
TATA NASKAH DINAS

Pasal 2

Asas tata naskah dinas terdiri atas:

a asas efisien dan efektif,

b. asas pembakuan;

¢ asas akuntabilitas;

d. asas keterkaitan;

8. asas kecepatan dan kelepatlan; dan

t asas keamanan.

Pasal 3

(1) Asas efislen dan cfektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dilakukan
melalui penyederhanaan dalam penulisan, penggunaan ruang atau lembar naskah
dinas, spesifikasi informasi, serta dalam penggunaan bahasa Indonésia yang baik,
benar dan lugas.

{2) Asas pembakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dilakukan melalui
tatacara dan bentuk yang telah dibakukan.

{3) Asas akuntabilitas sebagalmana dimaksud dalam Pasal 2 huui ¢ yatu
penyelenggaraan iata naskah dinas harus dapat dipertanggungjawabkan dar segi 1si,
format, prosedur, kewenangan, keahsahan, dan dokumentasi.

(4) Asas keterkaitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, yaitu tata naskah
dinas diselenggarakan dalam satu kesatuan sistem.

{5) Asas kecepatan dan kelepatan sebagamana dimaksud dalam Pasal 2 hurut e, yaitu
tata naskah dinas diselenggarakan tepat waklu dan tepat sasaran.

{6) Asas kearmanan sebagalmana dimaksud dalam Pasal 2 buruf f, yaitu penyelenggaraan

tata naskah dinas harus aman secara fisik dan substansi.
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Pasal 4

Prinsip-prinsip penyelenggaraan naskah dinas terdiri atas :
a. ketelitian:

b. kejelasan;

¢ singkat dan padat; dan

d logis dan meyakinkan.

Pasal 5

(1) Prinsip ketelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diselenggarakan
secara teliti dan cermat darl bentuk, susunan pengetikan, isi, struktur, kaidah bahasa,
dan penerapan kaidah ejaan didalam pengetikan.

{2) Prinsip kejelasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huref b, diselenggarakan
dengan memperhatikan kejelasan aspek fisik dan materi dengan mengutamakan
metode yang cepal dan tepat.

(3) Prinsip singkat dan padat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf ¢
diselenggarakan dengan menggunakan bahasa Indongsia yang balk dan benar.

{4) Pringip logis dan meyakinkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g,
diselenggarakan secara runtut dan logis dan meyakinkan serta struktur kalimat harus
lengkap dan efektit.

Pasal &

Penyelenggaraan naskah dinas dilaksanakan sebagai berikut :
pengelolaan surat masuk;

pengelolaan surat keluar;

lingkat keamanan;

kecepatan proses;

penggunaan kertas surat;

pengetikan sarana adminisirasi dan komunlkasi perkantoran; dan
warng dan kualitas kertas.

~ e o P o

©

Pasal 7

Pengelolaan surat masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dilakukan
melalui:

a instansi penerima menindaklanjuti surat yang diterima melalui tahapan:
1. diagenda dan diklasifikasi sesuai sifat surat serta didistribusikan ke unit pengelola;

2.unit pengelola menindaklanjuti sesuai dengan klasifikasi surat dan arahan pimpinan;
dan
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b.
[

3. surat masuk diarsipkan pada unit tata usaha.
copy surat jawaban yang mempunyal tembusan disampalkan kepada yang berhak.

alur surat menyurat diselenggarakan melalui mekanis me dari tingkat pimpinan tertinggi
hingga ke pejabat struktural terendah yang berwenang.

Pasal 8

Pengelolaan surat keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, diakukan melalui
tahapan:

a

kensep surat keluar diparal secara berjenjang dan terkoordinasi sesual tugas dan
kewsnangannya dan diagendakan oleh masing-masing unit tata usaha dalam rangka
pengendalian;

sural keluar yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang diberl nomor,
tanggal dan stempel oleh unit tata usaba pada masing-masing satuan kerja perangkat
daerah dan desa;

surat Keluar sebagaimana dimaksud pada huruf b waijb segera dikirim; dan
sural keluar diarsipkan pada unit tata usaha.

Pasal 9

Tingka! keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf ¢, dilakukan dengan
mencantumkan kode pada sampul naskah dinas sebagai berikut :

a.

surat sangat rahasia disingkat SR, merupakan surat yang materi dan sifatnya memiliki
tingkat keamanan yang tinggi, erat hubungannya dengan rahasia negara, keamanan
dan kaselamatan negara.

sura! rahasia disingkat R, merupakan surat yang materi dan sifatnya memiliki tingkat
keamanan tinggi yang berdampak kepada kerugian negara, disintegrasi bangsa.

surat penting disingkat P, merupakan surat yang tingkat keamanan isi surat periu
mend apat perhatian penerima surat.

sural konfidensial disingkat K merupakan surat yang materi dan sifathya memilikd
tingkat keamanarn sedang vyang berdampak kepada terhambatnya jalannya
pemerintahan dan pembangunan.

surai biasa disingkat B, merupakan surat yang materi dan sifatnya blasa namun tidak
dapat disampaikan kepada yang tidak berhak.

Pasal 10

Kecepatan proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, sebagai berikut:

a.

b.
g
d.

ama segera/kilat, dengan batas wakiu 24 jam setelah surat diterima;
segera, dengan batas wakiu 2 x 24 jamn setelah surat ditenima;

penting, dengan batas waktu 3x24 jam setelah surat diterima; dan
blasa, dengan batas waktu maksimum 5 hari kerja setelah surat diterima.
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Pasal 11

Penggunaan kertas surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, sebagai berikut:

8.
b.

kertas yang digunakan untuk naskah dinas adalah HYS 70 gram;

penggunaan kertas HVS diatas 70 gram atau jenis lain, hanya terbatas untuk jenis
naskah dinas yang memplnyai niai keamanan tertentu dan nilai kegunaan dalam
waklu lama;

penyedigan surat berlambang negara berwarna kuning emas atau logo daerah
berwarna dicetak d atas kertas 80 gram;

ukuran kertas yang digunakan untuk surat-menyurat adalah Folio/F4 (215 x 330 mmj;

ukuran kerias yang digunakan uniuk makalah, paper dan laporan adalah A4 (210 x 297
mm); dan

ukuran kertas yang digunakan untuk pidato adalah A5 (165x 215 mm).

Pasal 12

Pengelkan sarana administrasi dan komunikasi perkantoran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal Bhurutf, sebagai berikut :

a.
b.
C

penggunaan jenis huruf pica;
arial 12 atau disesuaikan dengan kebutuhan; dan
spasi 1 atau 1,5 sesuai kebutuhan,

Pasal 13

Warna dan kualitas kertas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 hurut g berwama putih
dengan kualitas baik.

BAB Il
NASKAH DINAS

Bagian Kesatu
Bentuk Dan Susunan Naskah Dinas
Produk Hukum

Pasal 14

(1) Bentuk dan susunan naskah dinas produk hukum terdiri atas :

a peraturan daerah;

b. peraturan bupati
¢. peraluran bersama;

d. keputusan bupati,
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{2) Bentuk dan susunan naskah dinas produk hukum desa terdin atas:
a. peraturan desa,
b. peraturan kepala desa;
¢ peraturan bersama kepala desa; dan
d. keputusan kepala desa.

Bagian Kedua
Bentuk dan Susunan Naskah Dinas Surat

Pasal 15

Bentuk dan susunan naskah dinas surat, terdid atas :
instruksi;

surat edaran;

surat biasa:

surat keterangan;

sural perintah;

surat izin;

S O

sural perjanjian;

= @

surat perintah tugas;
surat periniah perjalanan dinas;

surat kugsa;

7 Tl

surat undangan;
surat keterangan melaksanakan tugas;

sural panggilan;

nota dinas:

nola pengajuan konsep naskah dinas;
lembar disposisi;

telaahan staf;

pengumuman;

82 B S8 g

laporan:;
rekomendasi;
sural penganiar;
telegram;
lembaran daerah;
berita dasrah;
berita acara;

N & koo E T B

notulen:

1]
o

. mema:
. daftar hadir:

o
(=3

18
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ac. piagam;

ad.
ae.

(n

(2)

3)

(1)

{2)

{3)

{n

(2)

(3)

sertifikat, dan
STTPP.

BAB IV
PENGGUNAAN DAN KEWENANGAN

ATAS NAMA, UNTUK BELIAU, PELAKSANA TUGAS, PEL AKSANA HARIAN DAN

PENJABAT
Pasal 16

Atas nama yang disingkat an. merupakan jenis pelimpahan
wewenang dalam hubungan internal antara atasan kepada pejabat selingkat
dibawahnya.

Untuk beliau yang disingkat u.b. merupakan jenis pelimpahan
wewenang dalam hubungan intermal antara atasan kepada pejabat dua tingkat
dibawahnya.

Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) tetap berada pada pejaba! yang melimpahkan wewenang dan pejabal yang
menerima pelimpahan wewenang barus mempertanggungjawabkan kepada pejabat
yang melimpahkan wewsnang.

Pasal 17

Pelaksana tugas yang disingkat PR merupakan pejabat sementara pada jabatan
fertentu yang mendapat pelimpahan wewenang penandatanganan naskah dinas,
karena pejaba!l definitif belum dilantik.

Pt sebagalmana dimaksud pata ayat (1) diangkat dengan keputusan bupat,
keputusan kepala SKPD atau keputusan kepala desa.

Ht sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas naskah dinas yang
dilakukannya.

Pasal 18

Pelaksana tugas harian yang disingkat Plh merupakan pejabat sementara pada
jgbatan tertentu yang mendapat pelimpahan wewenang penandatanganan naskah
dinas, karena pejabat definitif berhalangan sementara.
Pih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dlangkat dengan keputusan bupati,
keputusan kepala SKPD atau keputusan kepala desa.

Plh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempeftanggungjawabkan pelaksanaan
atas naskah dinas yang dilakukannya kepada pejabat definitif.

Pasal 19

Penjabal yang disingkat Pj. merupakan pejabat sementara untuk jabatan bupati dan
jgbatan kepala desa.
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(@)

(1
{2)

(3)

(4)

(3)

(1

(2)
(3)

Penjabat sebagaimana pada ayat (1) melaksanakan tugas pemerintahan sampai
dengan pelantikan pejabat definitif.

BAB V
PARAF, PENULISAN NAMA, PENANDATANGANAN, PENDELEGASIAN
PENANDAYTANGANAN NASKAH DINAS
OAN PENGGUNAAN TINTA UNTUK NASKAH DINAS

Bagian Kesatu
Paraf

Pasal 20

Setiap naskah dinas sebelum ditandatanganl terlebih dahulu diparaf.

Naskah dinas dalam bentuk dan susupan produk hukum sebelum ditandatangani
terlsbih dahulu diparaf pada setiap lembar.

Paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh pejabat terkait
secara horizontal dan vertikal.

Paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan tanda tangan
singkat sebagal bentuk pertanggungjawaban atas muatan materi, substansi, redaksi
dan pengetikan naskah dinas.

Paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
a. paraf hirarki; dan
b. paraf koordinasi.

Bagian Kedua
Penulisan Nama

Pasal 21

Penulisan nama bupati, wakil bupati, dan kepala desa pada naskah dinas:
a dalam bentuk dan susunan produk hukum tidak menggunakan gelar; dan
b. dalam bentuk dan susunan surat menggunakan gelar.

Penulisan nama pejabat selain yang dimaksud pada ayat (1) menggunakan gelar.

Penulisan nama pejabat selain yang dimaksud pada ayat (1) bag yang berstatus
pegawai negeri sipil dilengkapi dengan nomor induk pegawai dan pangkal.

Bagian Ketiga
Penandatanganan naskah dinas

Pasal 22

Penandatanganan naskah dinas dilakukan gengan tidak melanggar kelentuan dalam
peraturan perundangan yang berdaku.

Pasal 23
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(1) Bupali menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas:

a peraturan daerah;
b. peraturan bupati
¢ peraturan bersama; dan
d keputusan bupati.

{2) Bupati menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:

a Instruksi:

surat edaran;
surat biasa;

surat keterangan;
surat perintah;
surat 1zin;

5D Rk Ay e

surat perjanjlan;
surat perintah tugas;

=

surat kuasa;
sura! undangan,

=

surat keterangan melaksanakan tugas;
surat panggilan;

nota dinas;
lembar disposisi:
pengumuman,
laporan,
rekomendasi;
telegram;

o8 D e B2 3

berita acara;
memo;
piagam;
sertifikal; dan
STTPP.

2 B E F&

Pasal 24

(1) Bupatli dapat mendelegasikan penandatanganan naskah dinas pada urusan tertentu
kepada pejabat yang ditunjuk secara tertulis dengan keputusan bupali sepanjang
fidak berientangan dengan peraturan perundangan yang berlaku.

{2) Penyelenggaraan urusan terentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara
fungsional tetap menjadi tanggung jawab SKPD yang bersangkutan.
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Pasal 25

(1) Wakil bupati menandatanganl paskah dinas dalam bentuk dan susunan sural
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas :

a. surat biasa,
b. surat keterangan;

¢ surat perintah;

d surat izin;

e. sural perintah lugas;

{. surat keterangan melaksanakan fugas;

nota dinas;
lembar disposisi;

= W

i. lelaahan stat;
j. laporan;
k. rekomendasi; dan
l. memo.
{2) Wakil bupati atas nama bupati menandatangani naskah dinas meliputi:
a dalam bentuk dan susunan produk hukum berupa keputusan bupati; dan
b, dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdin

atas:
1. sural edaran,
2 surat biasa;
3. sural keterangan;
4. sural perintah;
5. surat izin;
6. surat perintah tugas;
7. suratl kelerangan melaksanakan tugas;
8. nota dinas;
9. lembar disposisi;
10. pengumuman;
1.  telegram;
12. berila acara;
13. piagam; dan
14,  sertifikat.

Pasal 26

(1) Sekretaris daerah menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan swat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas :
a  surat biasa;

b surat keterangan;

14
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surat perintah;
surat izin;
surat perjanjian;

i S

surat perintah tugas;
surat perintah perjalanan dinas;

-

surat kuasa;

-

surat undangan;
surat keterangan melaksanakan tugas;

—
[

k. sural panggilan,
nota dinas;

nota pengajuan konsep naskah dinas;
lembar disposisi;

telaahan staf:

pengumuman;

laporan;

rekomendasi;

S48 P B85 37

w

surat pengantar;
lermbaran daerah;
berita daerah;
berita acara;
nolulen:;

—

memo;

daftar hadir; dan

sertifikat.

{2) Sekretaris daerah atas nama bupati menandatangani naskah dinas yang meliputi:
a ddam bentuk dan susunan produk hukum berupa keputusan bupati; dan

b.  dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri
atas :

surat edaranm;
surat biasa:

N =< K £ < F

surat keterangan;

surat perintah;

surat izin;

surat perjanjian;

surat perintah tugas;

sural undangan;

surat keterangan melaksanakan tugas;

moe S @ e e =

—
=

surat panggilan;
nata dinas;

=
—
.

15
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12. pengumuman:;
13. telegram;
14, berita acara;

15. piagam;
16. sertifikat; dan
7. BTIPR

Pasal 27

(1) Asisten menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas :
& nota dinas ;

nota pengajuan konsep naskah dinas;
lembar disposisi;

telaahan staf:

laporan;

= 9 g P 5

surat pengantar;
notulen: dan

=

Memo.

{2) Asisten alas nama sekreétaris daerah menandatangani naskah dinas bentuk dan
susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas :

a surat biasa:

surat keterangan;

surat perintah;

surat perintah tugas;

surat perintah perjalanan dinas;

= @ B B

surat undangan;
sural panggilan;

=2 ]

nota dinas;
nota pengajuan konsép naskah dinas;

—

laporan;

[—

k. surat pengantar; dan
l. daftar hadir.

Pasal 28

Staf ahli menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas :

a nota pengajuan konsep naskah dinas;

b. telaahan staf dan

C. laporan.
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Pasal 29

(1) Kepala SKPD menandatangani naskab dinas dalam bentuk dan susunan surat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdini atas:
sural biasa;

surat keterangan;
surat perintah;
surat izin;

sural perjanjian;

~ o a0 o

surat perintah tugas;

surat perintah perjalanan dinas;

surat kuasa;

surat undangan;

surat keterangan melaksanakan tugas;

== ~ F o

surat panggilan;
nota dinas;

nota pengajuan konsep naskah dinas;
lembar disposisi;

telaahan staf;

pengumurman,

laporan;

rekomendasi,

=g 8 8 p5

berita acara;

memo;

daftar hadir; dan

sertifikat.

{2) Kepala SKPD atas nama bupati menandatangani naskah dinas yang meliputi:

a dalam bentuk dan susunan produk hukum  berupa Kepulusan Bupati;
dan

b. dalarm bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdin
atas -

surat biasa;

B B

surat keterangan;
surat perintah;

surat undangan: dan
sertifikat.

2 BT R U

Pasal 30
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{1) Kepala UPT dinas/badan menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan
surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdir atas :

surat biasa:

surat perintah;

surat perjanjian;

surat perintah lugas;

c o o o e

sura! perintah perjalanan dinas;

e

sural kuasa,
sural undangan;

=

surat keterangan melaksanakan tugas;

surat panggilan;
nota dinas;

v

nota pengajuan konsep naskah dinas;

lembar disposisi;
telaahan staf,
pengumuman;
laporan;

rek ornendasi;
berita acara;

S e P P 33

memo: dan
daftar hadir.

{2) Kepala UPT dinas/badan atas nama kepala dinas/badan menandatangani naskah
dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdid
atas:

a surat biasa:

mw

b. surat keterangan;
c. surat perintah;

d. nota dinas; dan
e daftar hadir.

Pasal 31

{1) Sekretaris/Kabag Tata Usahaasubag Tala Usaha SKPD menandatangani naskah
dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdid
atas :

A surat biasa;

sural kelerangan;
sural perintah;
sural kuasa,

P p o T

surai undangan;
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{2)

(1N

2)

()

e

nota dinas;
nota pengajuan konsep naskah dinas;

J @

lembar disposisi;
telaahan staf;

. laporan;
k. memo: dan
l. daftar hadir.

Sekretaris/Kabag Tata Usaha/Kasubag Tata Usaba SKPD atas nama kepala SKPD
menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 terdii atas :

a surat biasa;

b. surat kelerangan;
C¢  sural perintah;

d nota dinas: dan
¢ daftar hadr.

Pasal 32

Kepala Bagian, Kepala Bidang menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan
susunan sura! sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdr atas:

a surat perintah;

b. nota dinas;

C. nota pengajuan konsep naskah dinas;
d lembar disposisi;

e telaahan siaf;

i laporan; dan

g daiftar hadir.

Kepala Bagian, Kepala Bidang atas nama kepala SKPD menandatangani naskah
dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 terdir
alas:

a surat biasa;

b. surat keterangan;
C. surat perintah;

d. nota dinas: dan
. daftar hadir.

Pasal 33

Kepala subbagian, kepala subbidang, kepala seksi menandatangani naskah dinas
dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud Pasal 15 terdin aas :
2 nota dinas;
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b. nota pengajuan konsep naskah dinas;
t. telaahan staf dan
d laporan.

{2) Kepala subbagian, kepala subbidang, kepala seksi, atas nama sekretaris, kepala
bagian, kepala bidang menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan
surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdin atas :

a surat perintah;
b nota dinas; dan
¢. daftar hadir.
Pasal 34

{1) Kepala desa menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas:
a peraturan desa;

b. peraturan kepala desa;
¢. perafuran bersama kepala desa; dan
d keputusan kepala desa.

(2) Kepala desa menandatanganl naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat
sebagairmana dimaksud dalarn Pasal 15 terdir atas :

a instruksi:

surat edaran;
surat biasa:

surgt keterangan;
surat perintah;

e S0 CEL SHL O OEF

surat izin
sural perjanjian ;

=

surat perintah tugas;
surat kuasa;

surat undangan;
surat keterangan melaksanakan tugas;

= & T

sura! panggilan;
nota dinas;
lembar disposisi;
pengumuman;
laporan;
rekomendasi;

g FT R A5

telegram;
berita acara;
mema;
plagam;
sertifikat; dan

B g W B

20
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(3)

(1

(@)

(4)

M
()

(3)

w. STTPPR.

Sekretaris desa menandatangani naskah dinas daiam bentuk dan susunan sural
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdin atas:

a surat biasa;

h. surat keterangan;
¢ surat perintah:
d nota dinas; dan
e daftar hadir.

Bagian Keempat
Pendelegasian Penandatanganan Naskah Dinas

Pasal 35
Ketentuan mengenai pendelegasian penandatanganan naskah dinas tingkat

kabupaten diatur dengan peraturan bupati

Pelaksanaan pendelegasian penandatanganan naskah dinas tingkat kabupaten
ditetapkan dengan Keputusan bupati

Ketentuan mengenal pendeiggasian penandatanganan naskah dinas tingkat desa
diatur dalam peraiuran kepala desa.

Pelaksanaan pendelegasian penandatanganan naskah dinas tingkat desa ditetapkan
dengan keputusan kepala desa.

Baglan Kelima
Penggunaan Tinta untuk Naskah Dinas

Pasal 36

Tinta yang digunakan untuk naskah dinas berwarna hitam.

Tinta yang digunakan untuk penandatanganan dan paraf naskah dinas berwama biru
tua.

Tinta yang dipergunakan untuk keperiuan keamanan naskah dinas berwarna merah.

BAB VI
STEMPEL

Bagian Kesalu
Jenis

Pasal 37

Jenis stempel untuk naskah dinas terdin atas :
a stempel jabatan;
b. stempel perangkat daerah; dan
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C.

(1
(2)

(3)

stempel sekretariat desa

Pasal 38

Stempel jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a terdii dari stempel
jabatan bupati, dan stempel jabatan kepala desa.

Stempel jabatan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi nama jabatan dan
menggunakan lambang negara dengan pembatas tanda bintang.

Stempel jabatan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi nama
jabatan.

Pasal 39

Stempsel parangkal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b, terdini atas:

a
b.
o

stempel SKPD dan/atau lembaga laim;
stempel SKPD untuk keperiuan tertentu;
stempel UPT.

Bagian Kedua
Bentuk, Ukuran dan lsi

Pasal 40

Stempel jabatan, stempel perangkat daerah dan stempel sekretariat desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 37 berbentuk lIngkaran.

Pasal 41

Ukuran stempel jabatan, stempel perangkat daerah dan stempel sekretariat desa
seébagaimana dimaksud dalam Pasal 37 mellputi -

a.

(1

ukuran garis tengah lingkaran luar stempel jabatan, stémpel perangkat daerah dan
stempel sekretarial desa adalah 4 cm;

ukuran garis tengah lingkaran tengah stempel jabatan, stempel perangkat daerah dan
stempel sekretarial desa adalah 3.8 cm;

ukuran garis tengah lingkaran dalam Stempel jabatan, stémpel perangkat daerah dan
stempel sekreiarial desa adalah 2,7 cm; dan

jarak antara 2 (dua) garis yang terdapat dalam lingkaran dalam maksimal 1 em.

Pasal 42

Ukuran stempel SKPD untuk keperluan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal
39 huruf b, meliputi :

a ukuran garis tengah lingkaran luar stempel jabatan dan stempel perangkat daerah
adalah 1.8 cm;

p i)
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(@)

{1)
2]

{3)
4
(3)

{6)

{n
@)

()

(4)

b. ukuran garis tengah lingkaran tengah stempel jabatan dan stempel perangkat
daerah adalah 1,7 cm;

¢ ukuran garis tengah lingkaran dalam stempel jabatan dan stermnpel perangkat
daerah adalah 1,2 cm; dan

d jarak antara 2 {dua) garis yang terdapat dalam lingkaran dalam maksimal 0,5 cm.

Stempel perangkat dasrah untuk keperiuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat
{1) dipergunakan uniuk kartu tanda penduduk, kartu pegawai, tanda pengenal,
asuransi kesehatan dan sejenisnya.

Pasal 43

Stempel jabatan bupati  berisi nama jabatan dan menggunakan lambang negara
dengan pambatas tanda bintang.
Stempel jabatan kepala desa berisi nama jabatan, nama ketamatan, dan nama

pemerintah kabupaten.

Stempel perangkat dasrah  berisi nama pemerintah kabupaten dan nama SKPD
yang bersangkutan.

Stempel perangkat daerah kelurahan berisi nama pemerintah kabupaten, nama
kecamatan dan nama kelurahan yang bersangkutan.

Stempel sekretariat desa berisi nama pemerintah kabupaten, nama kecamatan dan
nama sekretariat desa.

Stermpel UPT | berisi nama pemerintah kabupaten, nama SKPD dan nama UPT yang
bersangkutan.

Bagian ketiga
Penggunaan

Pasal 44

Pejabat yang berhak menggunakan stempel jabatan bupati sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 37 huruf a, adalah bupati dan wakil bupati.
Pejabat yang berhak menggunakan stempel jabatan kepala desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 37 hurut a, adalah kepala desa.

Pejabat yang berhak menggunakan stempel perangkat daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 37 huruf b, adalah kepala SKPD, kepala lembaga lainnya,
kepala UPT atau pejabat yang diberi wewenang.

Pejabat yang berhak menggunakan stempel sekretariat desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 37 hurut ¢, adalah sekretaris desa atau pejabat yang diberi wewenanyg.

Pasal 45

Perangkat daerah yang berhak menggunakan stempel perangkat daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 37 hurui b meliputi:

~oAP oD

sekretariat daerah;
sekretariat DPRD;
dinas daerah;

lembaga teknis daerah;
kecamatan:

kelurahan: dan
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g

lembaga lainnya.

Pasal 46

Stempel untuk naskah dinas menggunakan tinta berwama ungu dan dibubuhkan pada
bagian kiri tandatangan pejabat yang menandatangani naskah dinas.

(1
(2)

(4)

(1
(2)

Bagian Keempat
Kewenangan Pemegang dan Penyimpan Stempel

Pasal 47

Kewenangan pemegang dan penyimpan stempel jabatan bupati untuk naskah dinas
dilakukan olsh unit yang metmbidangi wrusan ketatausahaan pada sekretariat daerah.
Kewenangan pemegang dan penyimpan stempel jabatan kepala desa untuk naskah
dinas dilakukan oleh unit yang membidangi urusan ketatausahaan pada sekretariat
desa.

Kewenangan pemegang dan penyimpan stempel perangkat daerab dan sekretariat
desa dilakukan oleh unit yang membidangi urusan ketatausahaan pada setiap SKPD
dan sekretariat desa.

Unit yang membidangi urusan ketatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ayat (3), dan ayat {4) bertanggung jawab atas penggunaan stempel.

Bagian kelima
Pengamanan

Pasal 48

Untuk pengamanan stempel naskah dinas di lingkungan pemerintah daerah,
menggunakan kode.

Ketentuan lebih lanju! mengenai standarisasi kode pengamanan stempel
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri Oleh Bupati.

BAB Wil
KOP NASKAH DINAS

Bagian Kesalu
Jenis

Pasal 49

Jenis kop naskah dinas terdiri atas:

a. kop naskah dinas jabatan bupati

b. kop naskah dinas perangka! daerah:;

¢ kop naskah dinas jabatan kepala desa; dan
d. kop naskah dinas sekretariat desa.

Baglan Kedua
Bentuk dan Jsi

Pasal 50
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(1

(2)

{3)

(4)

{1

Kop naskah dinas jabatan bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a
untuk bupati/wakil bupati menggunakan :

a. lambang negara berwarna kuning emas serta nama jabatan dan ditempatkan di
bagian tengah atas untuk naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum;

b. lambang negara berwarna kuning &émas serta nama jabatan dan ditempatkan
dibagian tengah atas, dilengkapi dengan alamat, nomor telepon, nomor faksimile,
web site, e-mail dan kode pos ditempatkan di bagian tengah bawah untuk naskah
dinas dalam bentuk dan susunan surat kecuali naskah dinas dalam bentuk
piagam, sertifikat dan STTPP.

Kop naskah dinas perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 huruf b
menggunakan:

a lambang daerah serta memuat sebutan pemerintah kabupaten, dan nama satuan
kerja perangkat daerah dan diternpatkan di bagian tengah atas untuk naskah dinas
dalam bentuk dan susunan produk hukum;

b. lambang daerah serta memual sebutan pemerintah kabupaten, dan mrama satuan
kerja perangkat daerah dan ditempatkan d bagian tengah atas, dilengkapi dengan
alamat, nomor lelepon, nomor faksimile, website, e-mail dan kode pos dan
ditempatkan d baglan tengah bawah untuk naskah dinas dalam bentuk dan
susunan surat kecuali naskah dinas dalam bentuk piagam, sertifikat dan STTPP.

¢ Kop naskah dinas kelurahan menggunakan lambang daerah serla memuat
sebutan pemerintah  kabupaten, nama kecamatan, nama kelurahan dan
diternpatkan di baglan tengah atas, dilengkapl dengan alamat, nomor telépon,
nomor taksimile, website, e-mail dan kode pos dan ditempatkan d bagian tengah
bawah untuk naskah dinas dalam bentuk dan susunan suratl kecuali naskah dinas
dalam bentuk piagam, sertifikat dan surat tanda tarmat pendidikan dan pelatihan.

Kop naskah dinas jabatan kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf
¢ menggunakan:

a lambang daerah serta memuat sebutan pemerintah kabupaten, nama kecamatan,
nama jabatan dan ditempatkan di bagian tengah atas untuk naskah dinas dalam
bentuk dan susunan produk hukum;

b lambang daerah serta memuat sebutan pemerintah kabupaten, nama kecamatan,
narma jabatan dan ditempatkan d bagian tengah atas, dilengkapi dengan alamat,
nomor telepon, nomor faksimile, website, e-mail dan kode pos dan ditempatkan d
bagian tengah bawah untuk naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat kecuali
naskah dinas dalam bentuk piagam, sertiflkal dan STTPP.

Kop naskah dinas sekretariat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf d
menggunakan lambang daerah serla memuat sebutan pemerintah kabupaten, nama
kecamatan, nama sekretarial desa dan ditempatkan d baglan tengah atas, dilengkapi
dengan alamat, nomor telepon, nomor faksimile, website, e-mail dan kode pos dan
ditempatkan di bagian tengah bawah untuk naskah dinas dalam bentuk dan susunan
surat kecuali naskah dinas dalam bentuk piagam, seriifikat dan STTPP.

Paragrat Ketiga
Penggunaan

Pasal 51

Kop naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), digunakan untuk
naskah dinas yang ditandatangani oleh bupati dan wakil bupati.
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{2) Kop naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2). digunakan untuk
naskah dinas yang ditandatangani oleh kepala SKPD yang bersangkutan, lembaga
lainnya atau pejabat lain yang ditunjuk.

{3) Kop naskabh dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3), digunakan untuk
naskah dinas yang ditandatangani oleh kepala desa yang bersangkutan.

{4) Kop naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (4), digunakan untuk
naskah dinas yang ditandatangani oleh sekretaris desa yang bersangkutan atau
pejabat lain yang ditunjuk.

Pasal 52

Kop naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) digunakan untuk
naskah dinas vang ditandatangani oleh staf ahli bupati.

BAB VI
SAMPUL NASK AH DINAS

Bagian Kesatu
Jenis

Pasal 53

Jenis sampul naskah dinas terdirl atas :
a sampul naskah dinas jabatan bupati. sampul naskah dinas jabatan kepala desa; dan
b. sampul naskah dinas perangkat tgaerah dan sampul naskah dinas sekretarial desa.

Bagian Kedua
Bentuk, Ukuran dan Isi
Pasal 54
Sampul naskah dinas sebagalimana dimaksud dalam Pasal 53 berbentuk empat persegi
panjarg.
Pasal 55

{1) Ukuran sampul naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 meliputi :
a sampul kantong dengan ukuran panjang 41 on dan lebar 30 cm;
b. sampul folio/map dengan ukuran panjang 35 ¢m dan lebar 25 cm;
¢. sampul setengah f0lio dengan Lkuran panjang 28 cm dan lebar 18 cm; dan
d sampul seperempat folio dengan ukuran panjang 28 om dan lebar 14 cm.
(2) Jenis kertas sampul naskah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan
kertas casing dengan warna :
a putih unfuk sampul naskah dinas jabatan sebagaimana dimaksud Pasal 53 huruf &
dan
b. coklat untuk sampul naskah dinas sampul naskah dinas perangkat daerah dan
sampul naskah dinas sekretariat desa sebagaimana dimaksud Pasal 53 hurf b.

Pasal 586

(1) Sampul naskah dinas jabatan bupali berisi lambang negara berwarna kuning emas
atau kuning dan nama jabatan dan alamat, nomor telepon, faksimile, e-mail, website
dan kode pos dibagian tengah atas.

{2) Sampul naskah dinas jabatan kepala desa berisi lambang dasrah dan nama
pemerintah kabupatén, nama kecamatan, nama jabatan, dan alamat, nomor lelepon,
taksimile, e-mail, website dan kode pos dibagian tengah atas.
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(3)

(4)

)

(6)

Sampul perangkat daerah berisi nama kabupaten, nama SKPD yang bersangkutan,
alamat, nomor telepon, faksimile, e-mail, website dan kode pos dibagian tengah atas.

Sampul perangkat daerah kelurahan berisi nama pemerintah kabupaten, nama
kecamatan, nama kelurahan yang bersangkutan, alamat, nomor telepon, faksimile, e
mall, website dan kode pos dibagian tengah atas.

Sampul UPT berisi nama pemerintah kabupaten, nama SKPD dan UPT yang
bersangkutan dan alamat, nomor telepon, faksimile, e-mail, website dan kode pos
dibagian tengab atas.

Sampul naskah dinas sekretariat desa berisi lambang daerah dan nama pemerintah
kabupaten, nama kecamatan, nama sekretariat desa, dan alamat, nomor telepon,
{aksimile, e-mail, website dan kode pos dibagian tengah atas.

BAB IX
PAPAN NAMA

Bagian Kesatu
Jenis

Pasal 57

Jenis papan nama terdiri atas:
a papan nama kantor bupati;
b. papan nama perangkat daerah; dan
¢. papan nama kantor desa.

Bagian Kedua
Bentuk, Ukuran, Isi

Pasal 58

Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 berbentuk empat persegi panjang.

Pasal 59

Ukuran papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 disesuaikan dengan besar
Bangunan.

{1

{2)

)

{4)

Pasal 60

Papan nama kantor bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 hurut a berisi
tullsan kantor bupati, alamat, nomor telépon gan kode pos.

Papan nama perangka! daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b berisi
tulisan pemerintah kabupaten dan nama SKPD yang bersangkutan, alamat, nomor
telepon serta kode pos.

Papan nama perangkat dagrah kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57
huruf b berisi tulisan pemerintah kabupaten, nama kgcamatan dan nama kelurahan
yang bersangkutan, alamat, nomor 1glépon serta kode pos.

Papan nama kantor desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 hurut ¢ berisi
tulisan pemerintah kabupaten, nama kecamatan, dan nama desa yang bersangkutan,
alamat, nomor telepon serta kode pos.



hitp://idih.pemalangkab .go.d

{(5) Jenis bahan dasar, warna, besar huref papan nama kantor bupati, perangkat daerah,
dan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4)
disesualkan dengan kebutuhan dan estetika.

Bagian Ketiga
Penempatan

Pasal 61

Papan nama kantor ditempatkan pada tempat yang strategis, mudah dilihat dan serasl
dengan letak dan bentuk bangunannya.

Pasal 62

Bagi beberapa kantor, SKPD yang berada di bawah satu atap atau satu komplek, dibuat
dalam satu papan nama yang bertuliskan semua nama SKPD.

BAB X
PERUBAHAN DAN PENCABUTAN

Pasal 83

(1) Perubahan dan pencabutan naskah dinas dilakukan dengan bentuk dan susunan
naskah dinas yang sejenis.

{2) Pegjabat yang menandatangani naskah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh pejabat yang menetapkan, mengeluarkan atau pejabat diatasnya.

BAB X
PELAPORAN

Pasal 64

Pelaksanaan naskah dinas SKPD dan desa dilaporkan kepada bupati.

BAB XI
PEMBINA AN DAN PENGAWASAN

Pasal 65

Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan naskah dinas o SKPD dan dgsa
dilakukan bupati.

BAB Xl
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Beniuk dan susunan naskah dinas, penempatan an, uwb, up, Pit, Plh, Pj dan paraf,
beniuk, ukuran dan isi stempel, kKop naskah dinas, sampul naskah dinas dan papan nama
sebagaimana dimaksud dalam bab |l bab IV, bab V, beb VI, bab VI, bab Viil, dan bab X
tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
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Pasal 67

(1) Pedoman tata naskah dinas yang di atur dalam Peraturan Bupati ini berlaku secara

urnum,
{2) Tata naskah dinas yang berlaku secara khusus yang dlatur dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan lainnya tetap beraku sebagaimana mestinya.
Pasal 68

Pada saat Peraturan Bupatl inl mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 10
Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskab Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005 Nomor 11), dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 69

Peraturan Bupati ini mulai berdaku pada tanggal ditetapkan dan beraku efektif sejak
tanggal 3 Januari 2011,

Agar setlap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ind
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Peralang
pada targgal 12 Oktober 2010

BUPAT| PEMAL ANG,

Cap.
ttd

H.M. MACHROES

Diundangkan d Pemalang
pada tanggal 12 Oktober 2010

plt. SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN PEMALANG

KEPALA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH

Cap.
ftd

ISTIANTO, S.H., MSi
Pembina Utama Muda
NIP. 19620310 198503 1 018

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2(H0 NOMOR 47

7t
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LAMPIRAN : PERATURAN BUPAT! PEMALANG
NOMOR : 47 TAHUN 2010

TANGGAL : 12 Okteber 2010

BENTUK DAN SUSUNAN NASKAH DINAS, PENEMPATAN a.n, ub, Pit, Ph, Pj PARAF,
PENANDATANGANAN, BENTUK UKURAN DAN ISI STEMPEL,
KOP NASKAH DINAS, SAMPUL NASKAH DINAS DAN PAPAN NAMA

A BENTUK DAN SUSUNAN NASKAH DINAS,

=t

BUPA TI PEMALANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR ......... TAHUN ...

TENTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

Menimbang : a bahwa..............

b babwa

¢. dan seterusnya;
Mengingat ¢ e AR LIRS o vl i s e e
2 Peraturan Pemerintah ... ... ...........

e ommn PT man e o Eme e merm et T ma mmse

3. dan seterusnya;

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG
dan
BUPATI PEMALANG
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ME MUTUSKAN:

Menetapkoin : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TENTANG

BAB |

KETENTUAN UMUM

Pasal |

Peraturan Daerab ini mulai berlake pada tanggal diundangkan.  Agar
setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang.

Bitatapkan div... oo ci v
padatanggal ........ccovviiieieann.

BUP ATI PEMALANG,

NAMA

Diundangkan d Pemalang
pada tanggal ..............

SEKRETARIS DAERAH

NAMA
Pangkat
NIF.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
TRRUN o NOMOR i i s ancais
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Menimbang

Mengingat

Menetapkan

BUPATI PEMALANG

PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMGH......... TAHUN.........

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG

e R - b e e e e e s e

B, DBIWEA oo eeseeesse s s smmrssnneaeesee o O T e

¢ dan selerusnya;

i (0 3T 115 2 [ : T4 R e A g

T TE T P TP mmomfa ST TP mmomfa m T T Tom o oF T mmomTa o T ommomTa MR Tmomm m TP ommomTa o TV ommomTa o TV T omomp

2. Peraturan PBMEIINTAN .......ociieeiememerosesseenasssssasasss sosssmsmsssesssmsmsnsansns

3. dan seterusnyz;

MEMUTUSKAN:

.............................................................................................................

....................................

(3) dan seterusnya.
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BAB 1

(dan seterusnya)

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar
setiap orang mengetahuinya, memerintabkan pengundangan dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di ..................
pada tanggal ..................

BUPATI PEMALANG

NAMA,
Diundangkandi ..........
pada tanggal .............

SEKRETARIS DAERAH

NAMA,
Pangkat
NIP.

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG
TAHUN.........NOMCR .......
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BUPATI PEMALANG *)

PERATURAN BERSAMA BUPAT! PEMALANG

DAN BUPATIWALIKOTA ..o
NOMOR.. ... TAHUN ...,
NOMOR ... TAHUN ...........

TENTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

IR 1 MR o iSRS B HRERSHE

S,

¢ dan seterusnya.

Mengingat 1. Undang-Undang ... s s e s s s sssns s s

3. dan seterusnya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA BUPATI PEMALANG DAN BUPATIWALIKOTA
.................... TENTANG

'''''''''''''''''''''

BAB |

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

L o T S B A ST i e S e s 1

(J) dan seterusnya.

*) selaku permrakarsa



hitp://idih.pemalangkab .go.d

Pasal 2

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

BAB ||
(dan seterusnya)

Peraturan Bersama Bupati Pemalang dan BupatWalikota ....... ini mulai
berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya,
memarintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah/Berita Dasrah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkandi ............. e
BACAEANGNA .ot AT
BUPATIAWALIKOTA ......... BUPATI PEMALANG
NAMA NAMA

Diundangkan d .........
pada tanggal .............

SEKRETARIS DAERAH (Pemrakarsa)

NAMA
Pangkat
NIP.

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG (Pemrakarsa)
TARUM i o MONMOB cosisamans
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KEPUTUSAN BUPAT] PEMALANG
NOMOR.../....../TAHUN............

TENTANG

------------------------------------------------------------

RiarimBane S8 BEINE L. A S

b. bahwa '
¢ dan seterusnya '
Mendmgar 1 O TN s coomsrenso s e oo s A S S

. POraltyBe POmBrInliil .....ooemussssmssnsnmespmisssisssnsnsssssssiassgiay
= danseterusnya
MEMUTUSKAN:
Menetapkan  : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG ... ceneesenene
KESATU

KEDUA
RETIEE = 2 ittt i g s i e e e g i o T e A A R Ty !
KEE MP AT

Ditetapkan d Pemalang
pada tanggal ..................

BUPATI PEMALANG
Salinan sesuai dengan aslinya *)
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG

NAMA NAMA,
PANGKAT
NIP
“keputusan bupati tertentu yang menyangkut kepentingan masyarakat dimuat dalam berita daerah

£
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PEMERIN TAH KABUPATEN PEMALANG
SEKRETARIAT DAERAH

KEPUTUSAN BUPAT| PEMALANG
NOMOR......... TAHUN ...

TENTANG

BUPATI PEMALANG

MEmDaNG! 58 BT oz i vinns s i e S FES LR o A S oS e S B e S

S RO o e on e R A S T s A O S AT SR A RN
. dansaterusnya
MeRgingEt L AURERGE-URDERE s anibnssi st s ke
2, PORIEAN PEMHUAR, e oo e e e ecomer
5 dansaterusnya i A A S R B S SR s

MEMUTUSKAN :
Menetapkan

KESATU B e e e
KEDUA e e o e T M 2 o1 e i o oL M A e A
KETIGA G e e S e e S S e e e S
KEEMPAT B e e e

Ditetapkand ................
padatanggal .............._..

a.n. BUPATI PEMALANG
SEKRETARIS DAERAH,
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG

NAMA NAMA
PANGKAT
NIP
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PEMERINTAH KABUPATEN PEMAL ANG
KECAMATAN TAMAN

KEPALA DESA BANJARAN

PERATURAN DESA BANJARAN

NOMORL........... TAHUN ...
TENTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BANJARAN,

Menlibang: & @ BAE L e s it R e e

¢. dan seterusnya,
Mengingat e AN PR IRBRRRT: e s s e

3. dan seterusnya

Dengan persetujuan bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANJARAN
KEPALA DE{SEr BANJARAN
ME MUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG.. ...

BAB |

KETENTUAN UMUM

Pasal |

38
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BAB |l
(dan seterusnya)

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar seliap
orang mengetahuinya, memerintabkan pengundangan dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di ..........cccooienn.
PR B ... e cnsronyreresiE

KEPALA DESA BANJARAN

NAMA

Diundangkan d Pemalang
padatanggal ..............

SEKRETARIS DAERAH

NAMA
Pangkat
NIP.

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN................ NOMOR

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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PEMERIN TAH KABUPATEN PEMALANG
KECAMATAN TAMAN
KEPALA DESA BANJARAN
PERATURAN KEPALA DESA BANJARAN
NOMOR....... . TAHUN..........

TENTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BANJARAN,

Menimbang : a. bahwa

rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

b. babwa ........... e
¢ dan selerusnya;

Nghglofa: & 9. Porailian DS atih ot e s e it M e N e
s

3. dan seterusny.s;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESATENTANG
BAB |

KETENTUAN UMUM

------------------------------------------------------------------------------

(3) dan seterusnya.
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BAB 1

(dan seterusnya)

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di ..................
pada tanggal ......ocooenen.

KEPALA DESA BANJARAN

NAMA
Diundangkandi ..........
pada tanggal .............

SEKRETARIS DAERAH

NA MA
Pangkat
NIP.

BERIT A DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN........ NOMOR ........

41
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PEMERIN TAH KABUPATEN PEMALANG
KECAMATAN TAMAN
KEPALA DESA BANJARAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA BANJARAN

TENTANG

KEPALA DESA BANJARAN,
Menimbang & bahwa ........ocoovivvcinnene
L BB
2 “seterusnya R R S e R R A
Mangingar 7. Peratlral Deelal. o sstnns e s s e sy

. dansetarusnya eI A E e A P e s N i an  pn NP A
MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT
Ditetapkan di .................
pada tanggal ..................

KEPALA DESA BANJARAN,

NAMA
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BUPATI PEMALANG
INSTRUKSI BUPATI PEMALANG
NOMOR _......cccovvnnnnn .
TENTANG

BUPATI PEMALANG

I R = e e e T e e

dengan ini menginstruksilan:

Kepada 0 Tl i o A S B R R o B A I SO S
e o
4, .

Untuk

KESATU

KEDUA

KETIGA . dan seterusnya;

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
Ditetapkan di...............
pada tanggal ................
BUPA TI PEMALANG

NAMA

Jalan. Surohadikusume No. 1 Pemalang 52312 Prov. Jawa Tengah
Telepon (0284) 321068 — 321368 Faks. (0284) 322229
Website, www.Pemalangkab_go.id
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BUPATI PEMALANG

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

SURAT EDARAN

......................................................................................................................

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
...........................................................................................................

-----------------------------------------------------------

BUPATI PEMALANG

NAMA

Jalan. Surphadikusumo No. 1 Pemalang 52312 Prov. Jawa Tengah
Telepon (0284) 321068 — 32 1368 Faks. (0284) 322229
Website: www.Pemalangkab.go.id
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BUPATI PEMALANG

Tempal, Tanggal, Bulan dan Tahun

Nomaor - s B TS
Sifat & e s e
Lampiran :

Hal D sy R ey Al di-

............................................................................................................

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

......................................................................................................................

rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

......................................................................................................................

BUPATI PEMALANG

NAMA

Tembusan:

Jalan. Surohadikusumo No. 1 Pemalang 52312 Prov. Jawa Tengah
Telepon (0284) 321068 — 321368 Faks. (0284) 322229
Website: www Pemalangkab.go.id
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BUPATI| PEMALANG

SURAT KETERANGAN
NOMOR

++++++++++++++++++++++++++

Yang berlandatangan dibawah ini @
a Nama

h. Jabatan : BUPATI PEMALANG

dengan ini menerangkan bahwa

a Nama/NIP SN | ||| <
b. Pangkal/Golongan ..., .
¢. Jabatan Mseyazei

Maksud

--------------------------------------------------------------

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperiunya.

Tempat. Tanggal, Bulan dan Fahun

BUPAT| PEMALANG

NAMA

Jalan. Surohadikusumo No. 1 Pemalang 52312 Prov. Jawa Tengah
Telepon (0284) 321068 — 321368 Faks. (0284) 322229
Website: www.Pemalangkab.go.id
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BUPATI| PEMALANG

SURAT PERINT AH
RIREIRD ookl cnricns onth rooniis nk

Nama (yang memberikan perintah)

Jabatan - BUPATI PEMALANG
MEME RINTAHKAN:

Kepada

a. Nama T e S RN L A e v

b Jabatan S s S R R S TR e YA TR e T

Uniuk

Ditetapkan di .....................
padatangoal ..o

BUPATI PEMALANG

NAMA

Jalan. Surchadikusumd No. 1 Pemalang 52312 Prov. Jawa Tengah
Telepon (0284) 321068 — 321368 Faks. (0284) 322229
Website: www Pemalangkab.go.id
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BUPAT| PEMALANG

SURAT 1ZIN BUPATI PEMALANG

TENTANG
Dasar ‘a.
b ..
MEMBERI IZIN:

Kepada
Nama
Jabatan
Alarnat
Uniuk ; S o T —————

Ditetapkan di ...........................

PAdaIANEgE) sl

BUPATI PEMALANG

NAMA

Jalan. Surohadikusuma No. 1 Pemalang 52312 Prov. Jawa Tengah
Telepon (0284) 321068 — 321368 Faks. (0284) 322229
Website: www.Pemalangkab.gao.id
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BUPATI PEMALANG

SURAT PERJANJIAN

NOMOR......... - A - Lj; S
TENT ANG
Pada hafi ..., TERIEED oesnenssssamsss BUEN inussmisaessimisn dan Tahun ...cocne,
bertempal di ......ooovennies, kami yang beranda langan dibawah ini:
b T B e S et o L et
.................................................................... PHAK KE |
<
........................................................................ PIHAK KE Il
Pasal ....
o (81 peGANEN) . - “
Pasal .....
Penutup
Surat perjanjian ni diandatangani cieh kedua belah pihak, pada han dan langgal lersebut
diatas.
PIHAK KE 1 PIHAK KE |
BUPAT! PEMALANG
METERAI
NAMA NAMA
Fangkal
NIP
1 ciiees s e - - (lERGELANGAN)
27 st ) (tandatangan)

I R —

Jalan. Surphadikusumo No. 1 Pemalang 52312 Prov. Jawa Tengah
Telopen (0284) 321068 — 321368 Faks. (0284) 322229
Website: www.Pemalangkab.go.id
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NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
HEP UBLIK INDONESIA
DAN

Pemerintah  Kabupaten Pemalang, Republk Indonesia dan Pemerintah
s amnt TRIORIIIN s o i A i s , yang dalam hal ini disebut sebagai
‘Para Pihak".

Berkeinginan untuk meningkatkan bhubungan baik dan kerjasama antara
masyarakat kedua belah pihak:

Mengakui pentingnya prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan

Merujuk kepada Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Pemalang,
Republik Indonesia dan Pemerintah, Republik ... , dalam upaya untuk
meningkatkan kerjasama, yang ditandangani d Kota ..........., tgl.....bin.... tahun.

Sesuai dengan hukum, peraturan dan prosedur administratif yang beraku pada
Negara masing-masing

Teiah mencapai kesepakatan sebagai berkut:

ARTIKEL 1
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP KERJASAMA

Para pihak akan membentuk ssbuah kerjasama untuk meningkatkan dan memperluas
kerjasama yang efeklif dan saling menguntungkan bagi pengembangan kedua kota, dalam
batas kemampuan keuangan dan teknis yang dimiliki, pada bidang-bidang sebagai berikut

ARTIKEL 2
PEMBIAY AAN

Segala kegiatan yang mengacu kepatda Nota kesepakatan il bergantung kepada
ketersediaan dana dan personal Para Pihak, serta sumber lain yang tersedia, yang
disepakati oleh Para Pihak.

ARTIKEL 3
PENGATURAN TEKNIS

Untuk memfasilitasi pelaksanaan dari Nota kesepakatan ini, Para Pihak dapat membuat
pengaturan program, proyek atau rencana tindak yang tercakup dalam keseluruhan dar
Nota Kesepakatan ini, yang meliputi bidang-bidang sebagaimana tersebut didalam Artikel
.
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ARTIKEL 4
KELOMPOK KERJA

ARTIKEL 5
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan yang timbul dalam penafsiran atau pelaksanaan Nota kesepakatan
ini, akan diselesaikan secara damai melalui kensultasi negosiasi antara Para Pihak.

ARTIKEL 6
PERUBAHAN

Nota kesepakatan ini dapat diubah atau diperbaki. Masing-masing phak dapat
merminta perbalkan atau perubaban. Segala bentuk perubahan ataupun perbaikan yang
disepakati kedua belah pihak harus merupakan bagian integral dari Nota Kesepakatan
ini. Perbaikan atau perubahan tersebut diberlakukan pada tangga yang telah

ditentukan oleh Para Pihak.

ARTIKEL 7
PEMBERLAKUAN, MASA BERLAKU DAN PENGAKHIRAN

DENGAN DISAKSIKAN OLEH, pihak-pihak dibawah ini, sebagaimana telah disahkan
oleh Pemerintah Daerah masing-masing, telah menandatangani Nota Kesepakatan ini.

GUBERNURMWALIKOTA. ... BUPATI PEMALANG
St S 1N ——— REPUBLIK INDONESIA

NAMA NAMA
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CONTOH
FORMAT MAP

LAMBANG
DAERAH
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BUPATI| PEMALANG

SURAT PERINT AH TUGAS
8, V0] S —————

Dasar R R N N N P L P TR v i w8 SN N 0 E SRS o e B M
MEMERINTAHKAN:

Kepada : 1. Nama P ST L
Pangkat/gol e A e o g
Jabatan

2. Nama e SRR s T K s TR W R AR
Pangkat/gol L SN s SRR e TR
NIP e e e e e
Jabatan S tmeana e e s s s s inm

Ditetapkan di ................o..
padatangoal w..ivdiinasiie

BUPATI PEMALANG

NAMA

Jalan. Surchadikusumo No. 1 Femalang 52312 Prov. Jawa Tengah
Telepon (0284) 321068 — 321368 Faks. (0284) 322229
Waebsite: www.Pemalangkab.go.id
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LAMBANG KOP NASKAH DINAS

DAERAH PERANGKAT DAERAH
LEmDErKE  snasasasisais
Kode MNo e SR U g
Nomor A

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS

(SPPD)

1. Pejabat yang memberi perintah

2 Nama Pegawai yang diperintah

3.a. Pangkat dan Golongan menurut
PP No. 6 Tahun 1997
b. Jabatan
¢ Tingkat menurut peraturan
petjialanan

4. Maksud Perjalanan Dinas

5. Alat angkut yang dipergunakan

6. a Tempat berangkat
b. Tempat tujuan

7 .a. Lamanya Perjalanan Dinas
b.Tanggal berangkat
¢. Tanggal harus kembali

8 Pengikui

9. Pembebanan Anggaran
a Instansi
b. Mata Anggaran

10. Keterangan lain-lain

Dikeluarkan d  ..ovveevvenreeenrens
pada langgal

(KEPALA SKPD),

TANDA TANGAN

NAMA,

54
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SPPD No.
Berangkat dari

Pada tanggal
Ke

Selaku pelaksana Teknis kegiatan

IL Tiba di Berangkat dar
Pada tanggal Ke
Kepala Pada tanggal
Kepala
lll. Tiba A Berangkat dari
Pada tanggal Ke
Kepala Pada tanggal
Kepala
V. Tiba d Berangkat dari
Pada tanggal Ke
Kepala Pada tanggal
Kepala

V. Tiba kembali di:

Pada tanggal : ..........
diperiksa,

Telah

dengan  keterangan  bahwa

perjalanan tersebut diatas benar diakukan atas
perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan
jabatan dalam wakiu yang sesingkat-singkatnya.

SEKRETARIS DAERAH

NAMA

VI. CATATAN LAIN-LAN

VII. PERHATIAN

Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, pegawal yang melakukan perialanan
dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba serta Bendaharawan

bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan

Negara apabila

Negara mendapat rugi akibat kesalahan, kealpaannya.

L
g



hitp://idih.pemalangkab .goid/

BUFATI PEMALANG

SURAT KUABA
MOMDE: .iiiiacisismasasivias
Yang bertandatangan dibawah ini :

a Nama B
b. Jabatan - BUPATI PEMALANG

MEMBER| KUASA
Kepada
a Nama
b. Jabatan T e B e g e
c NP. L

Untuk

Demikian Surat Kuasa ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

Yang diberi kuasa Yang memberi kuasa
NAMA JABATAN BUPATI PEMALANG
MNAMA, NAMA,
Pangkat
NIP .

Jalan. Surgchadikusumo No. 1 Pemalang 52312 Prov. Jawa Tengah
Telepon (0284) 321068 — 321368 Faks. (0284) 322229
Website: www Pemalangkab.go.id
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BUPATI| PEMALANG

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

Kepada
Nomor T Yth. ...
Sifat
Lamplran
Hal : Undangan di -
Hari
ESEEE el piimi e
Pukul St i
Tempat
Acara
BUPATI PEMALANG
NAMA
Calatan
Lo sisninssainissns wisessimmsseiiiios
e, .

Jalan. Surohadikusumo No. 1 Pemalang 52312 Prov. Jawa Tengah
Telepon {0284) 321068 — 321368 Faks. (0284) 322223
Waebsite: www.Pemalangkab.go.id

5
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BUPATI| PEMALANG

SURAT KETERANGAN MELAKSANAKAN TUGAS
0315 - .

Yarg bertanda tangan dibawah ini

Nama B arr LA LR TR R T AT
Jabatan - BUPATI PEMALANG

Dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama

NIP

Pangkat/Golongan e e an e e s n e st e s
Jabatan P e

Yang diangkat Derdasarkan PEeraturain ...........ccccoriiimmiiiommmmmessmiaammsssracassvees aes

T . Nomor .. . lerhitung .
telah nyata menjalankan tugas sebagal ................................................................... .
g

Demikian surat keterangan melaksanakan tugas ini saya buat dengan
sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan/pegawai negeri sipil dan apabila
dikemudian harl isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar yang berakibat kerugian
bagl negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun
BUPATI| PEMALANG

NAMA

Jalan. Surohadikusumo No. 1 Pemalang 52312 Prov. Jawa Tengah
Telepon (0284) 321068 — 321368 Faks. (0284) 322229
Website: www.Pemalangkab.go.id
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BUPATI| PEMALANG

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

Kepada
Nomor PR RS S e L R TS W e e
Sifat Shped L N M e

Lampiran B
Hal : Panggilan. d -

----------------------------------------

Hari
Tanggal
Pukul
Tempat

Menghadap
kepada

.
Alﬁlll&l T SefamsesmrsrEsEsereRrat et sr et anaranan

Untuk T s o S e SR R SRR SRS ST S b
Demikian untuk dilaksanakan dan menjad perhatian sepenuhnya.

BUPATI PEMALANG

NAMA

Jalan. Surohadikusumo No. 1 Pemalang 52312 Prov. Jawa Tengah
Telepon (0284) 321068 — 321368 Faks. (0284) 322229
Website: www.Pemalangkab.go.id
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PEMERIN TAH KABUPATEN PEMALANG
NAMA SKPD/KECAMATAN
NAMA KELURAHAN/ NAMA JABATAN KEPALA DE SA/ NAMA SEKRE TARIAT DESA

NOTA-DINAS

Kepada
Dari
Tanggal
Nomor
Sifat
Lampiran
Hal

.................................................................................................................................

........................................................................

NAMA JABAT AN

NAMA,
Pangkat
NIP.

Alamat lengkap Satuan Kerja Perangkat Daerah/Kantor Desa, kode pos
Nomor telepon, nomor faksimile,
website. e-mail

Lil¥
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PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
NAMA SKPD/KECAMATAN
NAMA KELURAHAN/ NAMA JABATAN KEPALA DESA/ NAMA SEKRE TARIAT DESA

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun
Kepada

Nomor AR R e R L K

di

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat
Tentang

Catatan

Lampiran

Untuk Mohon persetujuan dan

tanda tangan atas

DISPOSISI PIMPINAN NAMA JABATAN

Tindak lanjut staf NAMA
Pangkat
NIP

Catatan : Coret yang tidak perlu.

Alamat lengkap Satuan Kerja Perangkat Daerah/Kantor Desa, kode pos
Nomor 1glepon, nomor faksimile,
website, e-mail

6l
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PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
NAMA SKPD/KECAMATAN
NAMA KELURAHAN/ NAMA JABATAN KEPALA DESA/ NAMA SEKRETARIAT DESA

LEMBAR DISPOSISI

Surat dari : Diterima Tgl :

NO. Agenda
No. Sural : Sifat :
Tgl. Surat : [l Sangat segara ] Segera [JRahasia
hal
Diteruskan kepada Sdr: Dengan hormat harap:
R L Tanggapan dan Saran
1] L] Proses kebih lanjut
- R [J Koordinasi/koniirmasikan
Dan seterusnyanya .......... e R R
Catatan :

Nama Jabatan
Paraf dan tanggal

Nama

Alamat lengkap Saluan Kerja Perangkat DaeratvKantor Desa, kode pos
Nomar telepon, nomor faksimile.
website. e-mail

€2
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PEMERIN TAH KABUPATEN PEMALANG
NAMA SKPD/KECAMATAN
NAMA KELURAHAN/ NAMA JABATAN KEP ALA DESA/ NAMA SEKRETARIAT DESA

TELAAHAN STAF

Kepada
Dari
Tanggal
Normor
Lampiran
Hal

l. Persoalan.

Il. Praanggapan

. Fakta-Fakta yang mempengaruhi

V. Analisis

V. Kesimpulan

VI. Saran

NAMA JABATAN

NAMA
Pangkat
NIP

Alamat lengkap Satuan Kerja Perangkat Daerah/Kantor Desa. kode pos
Nomor telepon. nomor faksimile.
website, e-mall

03
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o

BUPATI| PEMALANG

PENGUMUMAN
NOMOR: o ;

TENTANG

--------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

.................................................................................................................................

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

ERERpkan 8. .. v meinasmiens
pada tanggal......cooeiiracicinnnanns

BUPATI| PEMALANG

NAMA

Jalan. Surghadikusumo No. 1 Pemalang 52312 Prov. Jawa Tengah
Telepon (0284) 321068 — 321368 Faks. (0284) 322229
Website: www.Pemalangkab.go.id

ol
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PEMERIN TAH KABUPATEN PEMALANG
NAMA SKPD/KECAMATAN
NAMA KELURAHAN/ NAMA JABATAN KEP ALA DESA/ NAMA SEKRETARIAT DESA

LAPORAN
TENTANG

l. Pendahuluan.
A Umurm/latar belakang
B. Landasan HukLn

C. Maksud dan Tujuan

II. Kegiatan yang dilaksanakan,

Iil. Hasil yang dicapai,

IV. Kesimpulan dan Saran

V. Penutup.

Dibuat di
pada tanggal

Nama Jabatan

NAMA

Pangkat
NIP.

Alamat lengkap Satuan Kerja Perangkat Daerah/Kantor Desa, kode pos
Nomar telepon, nomor faksimile,
website. e-mail

65
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BUPATI PEMALANG

REKOMENDASI. .............. At
NOMOR ........cc...o.

------------------------------------------ T T T
B b M o L L B B R e e R U R R S S S S S
iwE imE [T i D R e T T T
B, i B B e S i e Y e B R R R
.......................................................................................................
e * . * ® e T LTS 8 Eed i aw

Tempat. Tanggal, Bulan dan Tahun

BUPATI PEMALANG

NAMA

Jalan. Surohadikusumn No. 1 Pemalang 52312 Prov. Jawa Tengah
Telepon (0284) 321068 — 321368 Faks. (0284) 322229
Website: www . Pemalangkab.go.id

il 3]
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PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
NAMA SKPD/KECAMATAN
NAMA KELURAHAN/ NAMA JABATAN KEPALA DESA/ NAMA SEKRE TARIAT DESA

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun.
Kepada,

Yth.

SURAT PENGANT AR

] ] S, .
No. Jenis yang dikirim Banyaknya Keterangan
Diterima tanggal -...............
Pengrima Penginm
Nama Jabatan, Narma Jabatan,
Nama Nama
Pangkat Pangkat
NIP. NIP.

Nomor telepon . ... ......

Alamat lengkap Satuan Kerja Perangkat Daerah/Kantor Desa, kode pos
Nomar telepan, nomor fak simile,
website, e-mail

67



hitp://idih.pemalangkab .go.id/

FCRMULIR BERIT A

Registrasi No:..........coceene.

PANGGILAN JENIS NOMOR DERAJAT

DARI

UNTUK

TEMBUSAN

KLASIFIKASI :SEGERA

NOMIOE  fssesisassisnunsimsassannss
................................................................................................ KMA .

e e o

PR TR o s e i i B i i s s s
.................................................................................. TTK

BBE TTK . KMA
.................................................................................. TTK

CCC TTK DAN SETERUSNYANYA TTK HBS

Tanggal waktu pembuatan ................

Waktu Lalu Parat

NoKode | Terima | Kiim | Lintas Operator
Pengirim
Nama
Jabatan

Tanda tangan
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LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG

Nomor ...... Tahun ........ Ser .... Nomor ...........

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
Nomor: ...........

TENTANG

Diundangkan dalam lembaran daerah ........ccooovevveiiciiiinnnnnn.
Nomor ....... Tahun ........
Seri ...

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEMALANG,

NAMA

Pangkat
NIP.
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BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG

Nomor ...... Tahun ........ Seri .... Nomor ...........

PERATURAN BUPATI PEMALANG/KEPUTUSAN BUPATI PEMALANG

..................................................................... dan seterusnya

Nomor ....... TANH snias
SR i
Tanggal .............
SEKRET ARIS DAERAH............. "
NAMA
Pangkat
NIP.
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BUPATI PEMALANG

BERITA ACARA

NOMOR: ........ .

R Narl PR it at v e s sk b
-« - . K@mi masing-masing:

e T e P e e Y@NQ Selanjutnya
disebut Pihak Pertama
2 USSP UTUPRRSPVURPUPPINRRPR ' - (1 o B - -- £ ]V1()"E: |

disebut Pihak Kedua

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap..... uptuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.
BIBUEE .ot i
Pihak Kedua Pihak Pertama

BUPATI PEMALANG

NAMA NAMA

Pangkat
NIP.

Menge tahuiMengesahkan

NAMA

Jalan. Surohadikusumo NO. 1 Pemalang 52312 Prov. Jawa Tengah
Telepon (0284) 321068 — 321368 Faks. (0284) 322229
Website: www.Pemalangkab.go.id

T
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PEMERIN TAH KABUFPATEN PEMALANG
NAMA SKPD/KECAMATAN
NAMA KELURAHAN/ NAMA JABATAN KEPALA DESA/ NAMA SEKRETARIAT DESA

NOTULEN

Sidang/Rapat e s A e S

Hari/Tanggal :

Waktu Panggilan

Wakiu sidang/rapat

Acara e A e R R e e R S
2. dan seterusnya

3 Penutup.

Pimpinan Sidang/Rapat

Ketua

Sekretaris

Pencatat

Peserta sidang/rapat T Tt
2. dan seterusnya.

Kegiatan SlIdangfRERaT  © Ti v i it iisstessaises i desnass seasisiesnsasanasin
2. dan seterusnya.

., SR CARTICMABENRIY. i B B B B B B

2. Pembahasan - —

3. Peraturan G R A N A A S R NS SR A S G

PIMPINAN SIDANG/BAPAT
NAMA JABATAN

NAMA
Pangkat
NIP.

Alamat lengkap Satuan Kerja Perangkat Daerah/Kantor Desa, kode pos
Nomor telepon, nomor faksimile,
website, e-mail

)
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BUPATI| PEMALANG

MEMO

Dari : BUPATI PEMALANG

Kepada

------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------

.......................................................

Tempal, Tanggal, Buan dan Tahun

BUPATI PEMALANG

Tanda Tangan atau Paraf

Jalan. Surghadikusumo No. 1 Pemalang 52312 Prov. Jawa Tengah
Telepen (0284) 321068 — 321368 Faks. (0284) 322229
Website: www.Pemalangkab.go.id
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PEMERINT AH KABUPATEN PEMALANG
NAMA SKPD/KECAMATAN
NAMA KELURAHAN/ NAMA JABATAN KEPALA DESA/ NAMA SEKRETARIAT DESA

DAFTAR HADIR PERTEMUAN RAPAT

Hari
Tanggal
Wakiu
Tempat
Acara
NO. NAMA JABATAN/ TAND A KET
PANGKAT TANGAN
ik
2.
3.
dan
sele
rus

Nye.

Fi

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

NAMA JABATAN

NAMA

Pangkat
NIP.

Alamat lengkap Satuan Kerja Perangkat Daerah/Kantor Desa, kode pos
Nomor lelepon, nomor faksimile,
website, e-mail
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PEMERIN TAH KABUPATEN PEMALANG
NAMA SKPD/KECAMATAN
NAMA KELUBAHAN/ NAMA JABATAN KEP ALA DESA/ NAMA SEKRETARIAT DESA

DAFTAR HADIR

BULAN

MING GU
N NAMA PANGKAT/ TANGGAL KET
O. GOL PSP PIS|P] &
1 2 3 4|15|6]|7|8|9]|10| 1 12
KEPALA SUB

BAGIAN/

SEKRETARIS

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

NAMA JABATAN

NAMA
Pangkat
NIP.

Alamat lengkap Satwan Kerja Perangkat Dasrah/Kantor Desa, kode pos
Nomor telepon, nomor faksimile.
website, e-mail

T3
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BUPATI PEMALANG

PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor
BUPATIWALIKOTA ..., Dengan ini memberikan penghargaan
kepada
Nama B s e
TempalTRanmmnal TR 2 msismmnsi e s s s st
NIP/NRP
Jabatan B i B S
Instansi e A A R SR NS DS T O

rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

Tempal, Tanggai, Bulan dan Tahun

BUPATI PEMALANG

NAMA
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ey il
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BUPATI PEMALANG

SERTIFIKAT

Diberikan kepada:

Nam a
NIP

| nstansi :

Sebagai/ Atas partisipasinya daiam ...,
..................... yang diseienggarakan 0ieh ........c.ccciiieiiiaiinnieninnne.
dari tanggai ......... Sl v avsaiss bertempat di ... e

Tem pat, Tanggal, Bulan dan Tahun

BUPATI PEMALANG

NAM A
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BUPATI PEMALANG
SURATTANDATAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Nomor b e oo colipee

Bupati Pemalang, berdasarkan PP Nomor 101 Tahun 2000, dan Keputusan Menteri Dalam Neger Nomor 38 Tahun 2002 dan ketentuan-
kelenluannya menyatakan bahwa :

Nama
Tempat/Tanggal ahir
NIP

Pas foto Pangkat/Gol. Ruang
4x6 Jabatan

Instansi

LULUS

Kualifikasi

Pada Pendidkan dan Pelatihan .............. Kabupaten Pemalang...................yang diselenggarakan oleh ....................... d
L s e s it st AT RV D A sampal dengan ...... yang meliplti e,

Tempat, Tanggal, Buian dan Tahun
BUPATI PEMALANG

NAMA

%
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Bagian Belakang STTPP

AGENDA PEMBELAJARAN

TEMA
Umum

Khusus :

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

NAMA
PANGKAT
NIP.



hitp:/jdih.pematangkab.go.idf

p—— BUPATI PEMAL ANG
DAERAH SURAT TANDA TAMAT PENDIDIK AN DAN PELATIHAN

NEMBK" | sk st i et

Bupali Pemalang Berdasarkan PP Nomor 101 Tahun 2000, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2002 dan keientuan-
ketentuannya menyatakan bahwa :

Nama
Tempal/Tanggal (ahir
NIP
Pas foto Pangkat/Gol. Ruang
4x6 Jabatan
Instansi
Kualifikasi
Pada Pendidikan dan Pelathan ............... Kabupaten Pemalang yang diselenggarakan ofeh Badan Pendidikan dan Peslatihan
KabupatenKota d .......ccooceeve i icnnenen.. dari tanggal L. sampai dengan _..... yang meliputh .

Tempat. Tanggal, Bulan dan Tahun

an. BUPAT| PEMALANG
KEPALA .......... b S T e

NAMA
PANGKAT
NIP.

30
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Bagian Belakang STTPP
AGENDA PEMBELAJARAN

TEMA
Wepamy == (Eitemtiian B Bikat EVE Rl owmsmm s ame s s s s e o s ot § R s

Knusus : (ditentukan oleh penyelenpgara dengan mengacu pada tema umum dan issue actual SeemMPaL) ..o e e

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun
KEPALA BIDANG ........ T e e A

NAMA
PANGKAT
NIP.

L1}
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B. PENEMPATAN an, ub, up, P, Plh, dan Pj

1. Penggunaan "a.n."

a.n. BUPATI PEMAL ANG
SEKRETARIS DAERAH,

NAMA
Pangkat
NIP

an CAMAT ...
SEKRETARIS KECAMATAN

NAMA
Pangkat
NIP.

2 Penggunaan " u.b."

a.n. BUPATI PEMALANG
SEKRETARIS DAERAH
w.b.
ASISTEN ADMINISTRAS| UMUM,

NAMA
Pangkat
NIP.

a.n. BUPATI PEMALANG
SEKRET ARIS DAERAH
u.b.

KEPALA BAGIAN UMUM,

NAMA

Pangkat
NIP

an. KEPALA DESA............
SEKRETARIS DESA,

NAMA
Pangkat
NIP.
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3. Penggunaan "PIt":

Pit. BURPATI PEMALANG

WAKIL BUPATI,

NAMA

4. Penggunaan "PIh"

Plh. BUPATI PEMAL ANG Plh. KEPALA DESA ...
WAKIL BUPATI, SEKRETARIS DESA
NAMA NAMA

5 Penggunaan "H"

Pji. BUPATI PEMALANG Pi KEPALA DESA ................

NAMA NAMA

C. PARAF DAN PENULISAN NAMA.

1. Pembubuhan Parat Hirarkis.

a,

naskah dinas sebelum ditandatangani oleh bupati, wakil bupati sekretaris
daerah, asisten, sekretaris DPRD, kepala dinas, kepala badan, inspektur direktur
rumah sakit umum dan kepala desa harus diparaf terebih dahulu oleh semua
pejabat secara berjenjang untuk bertanggung jawab terhadap substansi, redaksi
dan penulisan naskah dinas tersebut sesual dengan tugas pokok dan fungsinya,
penempatan kotak paraf tersebut pada lembar terakhir naskah dinags d bawah
nama pejabat yang akan menandatangani atau di sebelah ki tempat
penandatanganan.

naskah dinas yang konsepnya dibuat oleh pejabat yang akan menandatangani
naskah dinas tersebut tidak memerlukan paraf.

paraf untuk surat perintah perjalanan dinas, dibubuhkan pada lembar penama.

untuk keamanan isi naskah dinas yang jumlahnya lebih dari salu halaman,
sebelum naskah dinas tersebut ditandatangani oleh pejabat yang berwenang
maka harus dibubuhkan paraf pejabat pengolah pada sudut kanan bawah setiap
halaman.

naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum/surat yang lebih dari
satu lembar, setiap lembarnya d paraf pada pojok kiri keras bagian bawah.

naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat yang meémpunyai lampiran, pada
lembar lampiran dipojok sebelah kanan atas ditulis lampiran, surat, nomor ¢an
tanggal serta pada bagian akhir sebelah kanan bawah ditandatangani oleh
pejabat yang berwenany.
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Contoh paraf hirarkis:

1) Naskah dari Setda yang ditandatangani Bup i
BUPATI PEMAL ANG atau BUPAT| PEMALANG
NAMA
PARAF HIPARKY
Kasubag BRI Kasubag | Kabag | Asisten | Sekda
Kabag HRARK
Aslsign
Sehkds
atau aia et BUPAT! PEMALANG
Kasubeg
Kabag
Aslsten
S NAMA,

2) Naskah dari SKPD lain yang ditandatangani Bupati

BUPATI PEMALANG atau BUPATI PEMALANG

NAMA
PARAF HIRARKE NAMA

Kasl ; Sekratars | Kepala
Kab PRAAF R Badan EBardan

HHFALARC

Sekdh

Karin
Sekertn

atau T BUPATI PEMALANG
Kas
Eakan
i NAMA

3) Naskah dari Badan yang ditandatangani Kepala Badan

KEPALA BADAN................ atau KEPALA BADAN ...............

NAMA NAMA

PARAF HIFARIT s Cabi Sekarptaris

POARAF Badan
Kasuiy i HIRAFKS
Keh d

Sekrataris
Dinas
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atau KEPALA BADAN ...

PARRE HEFAMFUC

Haauh i
Kahd
Sekrataris

Badan
.

NAMA

4) Naskah dari Dinas yang ditandatangani Kepala Dinas

KEPALA DINAS........... atau KEPALA DINAS ...
NAMA NAMA
PARAE HERARKL 1 Kasl Kahid Sekdin
PARAF
Kas HRARK]
Habid
Sekdn
atau KEPALA DINAS ...
PARAE HIRARKI
Had
i NAMA
Selufin

9) Naskah dari Kecamatan yang ditandatangani Camat

CAMAT atau CAMAT
NAMA NAMA
i PAREAE HI Ak BARAE Kasl| Sekcam
I Kas] HiFARKI
I Sekoam
atau CAMAT
PARAF HIAMHY
Kasi
oo NAMA

6) Naskah dari Desa/Kelurahan yang ditandatangani Kepala Desa/Lurah

Kepala Desa/turah . atau Kepala Desa/lurah _.
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NAMA

PARAE HEPGARKL

Kaur

Selgdes/
sekiLr

[FARAF IFAFTIE

Kasl

Sekdes

Seklur

2 Pembubuhan paral koordinasi.

NAMA

Kaur | Sekdes/seklur

PARAF
HIHARK 1

Kepala Desa/lurah ..

NAMA

a naskah dnas dalam beniuk dan susunan produk hukum yang materinya
menyangkut kepentingan unit Jain sebelum ditandatangani cleh pejabat yang
berwenang harus diparal terebih dahulu oleh unit pengolah, unit lain yang terkait
dan biro/bagian hukum pada setiap lembar naskah.

b. naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat yang materingya menyangkut
kepentingan unit lain sebelum ditandatangani oleh pejabat yang berwenang
harus diparaf terlebih dahulu oleh unit pengolah, unit lain yang terkait pada

lembyar {erakhir naskah.

¢. paraf Koordinasi dibuat dalam bentuk slempel persegi empat.

Contoh paraf koordinasi -

PARAF NOOHIMASE PARAF HOOADNA S
Bagan ..... DINES ...

Hagan . Badan ...

BAagan Kandor

dsi dst

3. Penulisan nama pejabat yang berwenang menandatangani naskah dinas.
a. penulisan rama bupati, nama wakil bupati, dan nama kepala desa pada naskah
dinas dalam bentuk produk hukum tidak menggunakan gelar;

b. penulisan nama bupatl, nama wakil bupati, dan nama kepala pada naskah dinas

dalam bentuk surat dapat menggunakan gelar;

¢. nama pejabat yang menduduki jabatan strukiural dan fungsional menggunakan

gelar, NIP dan pangkat.
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D. BENTUK UKURAN DAN ISI STEMPEL.

Yang menggunakan lambang.

v " 27 tn 3.8¢cm

N |

Larmbang Negara/Daerah

Yang tidak menggunakan lambang

1
@ —— lem 2,7 am 3.8 om

4cm

STEMPEL JABATAN DAN STEMPEL SKPD.

a. contoh stempel jabatan.
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c. stempel unit pelaksana teknis daerah.

€. stempel sekretariat desa

pnumm,

stempel satuan kerja perangkat daerah untuk keperluan tertentu.

|
05on 1.2 an 1,7cm 1,8 an

83
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E. BENTUK, UKXURAN DAN ISI KOP NASKAH DINAS.

1. Perbandingan bhuruf pada kop naskah dinas antara tulisan nama pemerintah daerah
dan nama satuan kerja perangkat daerah adalah 3:4.

a tulisan nama pemerintab daerah dengan huruf arial 14.
b. tulisan nama satuan kerja perangkat daerah dengan huruf arial 18.

2. Bentuk dan isi kop naskah dinas seperti pada contoh berikut :

Contoh 1: Kop naskah dinas bupati.

BUPATI AL ANG

Jalan. Surohadikusumo No. 1 Peralang 52312 Prov. Jawa Tengah
Telepon (0284) 321068 — 321368 Faks. (0284) 322229
Website: www.Pemalangkab.go.id

Contoh 3: Kop naskah dinas Satuan Kerja Perangkat Daerah.

o

PEMERINT AH KABUPATEN PEMALANG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
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Contoh 4 : Kop naskah dinas kepala desa

o

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
KECAMATAN TAMAN
KEPALA DESA BANJARAN

(s | e — KodaPos ..........

=2 Y] e ——————— o A

15 =1, T R BAWALE - ramusiins sspuiser RAKSS piiuinivrpmimsrins

PEMERINTAH KABUFATEN PEMALANG
KECAMATAN TAMAN
SEKRETARIAT DESA BANJARAN

(] ] e ——— Kode Pos ..........
MEHERERY st REsaws]ss o e Bl oo sidainioiiva
E-mall; . ........... = BB e
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F. BENTUK, UK URAN DAN ISI SAMPUL NASKAH DINAS.

UKURAN HURUF.

Perbandingan huruf pada sampul naskah dinas antara tulisan nama pemerintah daerah
dan tulisan nama satuan kerja perangkat dasrah adalah 3 : 4

a. tulisan nama permerintah daerah dengan burut anal 14.
b. tulisan nama satuan kerja perangkat daerah dengan huruf arial 18.

Contoh

by

BUPATI PEMAL ANG

Jalan. Surchadikusumno No. 1 Pemalang 52312 Prov. Jawa Tengah
Telepon (0284) 321088 - 321368 Faks. (0284) 322229

Website: www.Pemalangkab.go.id

Kepada
NOMOE  naailiadd. i1 THE L N
Stempel di —

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, T

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

BRI E. i s smsiinis ~KodePos . v
Telepon. ..., Pesawat: ... Faks
| L —— Website R T L.
Kepada
) (T SSOSUTE, S| S M. BHE o riirmamin
d —

Stempel

Kode Pos

9
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®

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
KECAMATAN BELIK

SEKRETARIAT DESA BELIK

AlEMAL ..o e KodePos «ooeevveeenveees
RO, bty bt ania BEFaNEl % w simusiuats (EARSr o cimtsmne
=2 || Websile ........covvennn
Kepada
PNEMOE  (Shoena I - WL SR
Stempel d -
..................... s Pos
PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
KECAMATAN BELIK
KEPALA DESA BELIK
D AT g s i Koae Pas. ...cusmeiiaieies
TEIGSDOM, orasszenszis 1 T S ———— Faks p
| =L 1 (SRR (1 - - || = e ey
Kepada
Nomor & ......dodo . B e s s s s
Stempel d -
..................... P i
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G. BENTUK, UKURAN DAN ISI PAPAN NAMA.
1. BENTUK,
Papan nama satuan kerja perangkat daerah berbentuk empat persegi panjang.

Contoh:

ral v

2. UKURAN.

Perbandingan ukuran buruf 3 : 4
a ukuran huruf * 3" untuk tulisan pemeriniah kabupaten.
b. ukuran huruf "4" untuk tulisan nama satuan kerig perangkat daerah,

3. BAHAN.

1. Bahan papan nama saiuan kerja perangkat daerah disesuaikan dengan
kebutuhan daerah, misalnya dari bahan kayu, beton, seng/plat dan lain
sebagainya.

2. Bahan huruf papan nama diatur sesuai kehutuhan, dapat menggunakan cat atau
dari bahan lain seperli seng/plat atas semen dan lain sebagainya.
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Contoh :

KANTOR BUPATI PEMALANG

Jalan. Surohadikusumo No. 1 Pemalang 52312 Prov. Jawa Tengah
Telepon (0284} 321068 - 321368 Faks. (0284) 322229
Website: www.Pemalangkab.go.id

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
KECAMATAN TAMAN

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

KECAMATAN TAMAN
DESA BANJARAN

Telepon

94
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Papan nama yang terletak satu atap/satu komplek.

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

1.KANTOR
2. BADAN .........
3.DINAS

Jalan ........coeenne
Telepon (022)

BUPATI PEMALANG,

Cap.
fid

H.M. MACHROES
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